8.1

BAB VIII
PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan yang disusun secara komprehensif
berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga
menguraikan implikasi temuan penelitian, baik dalam konteks pengembangan
teori maupun praktek yang memberikan wawasan penting bagi penguatan dan
pengembangan bidang kajian terkait. Rekomendasi yang disampaikan bertujuan
untuk memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menawarkan saran
praktis bagi para praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Meskipun
penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa
keterbatasan yang perlu diakui, baik dari aspek metodologi maupun cakupan
kajian yang berimplikasi pada tingkat generalisasi hasil dan menjadi pertimbangan

penting bagi penelitian di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis objek studi yang dipilih dalam karya
berupa tesis, maka terciptalah kesimpulan sebagai berikut; pertama, faktor
pendorong keberlakuan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan di Nagari
Talang Babungo merupakan hasil sinergi antara norma adat, norma sosial, dan
norma hukum yang berfungsi sebagai sistem kendali sosial yang integratif. Secara
adat, izin ini berakar pada filosofi kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo
ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka kabanaran yang menempatkan mamak
sebagai penjaga nasab dan marwah kaum; secara sosial, ia didorong oleh
kesadaran kolektif masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan
sanksi pengucilan (dibuang sepanjang adat) sebagai benteng kohesi sosial; serta
secara hukum, ia diperkuat oleh prinsip tali tigo sapilin yang menyelaraskan
prosedur adat dengan administrasi negara guna menciptakan legitimasi
perkawinan yang utuh. Dengan demikian, izin mamak bukan sekadar persyaratan

formal, melainkan instrumen fundamental untuk menjaga stabilitas struktur
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kekerabatan, mencegah konflik internal, dan menjamin keberlanjutan identitas
budaya Minangkabau di tengah arus modernisasi.

Kedua, mekanisme pemberian izin tertulis mamak di Nagari Talang
Babungo merupakan sebuah sistem terpadu yang mensinergikan prosedur adat
berjenjang, tertib administrasi hukum, dan teknis implementasi yang sistematis.
Mekanisme ini diawali dengan proses musyawarah internal keluarga yang
berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, kemudian
diformalkan melalui birokrasi berjenjang mulai dari mamak kaum, pengesahan
oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), hingga verifikasi di tingkat Wali Nagari
sebagai prasyarat penerbitan formulir pendaftaran perkawinan (NA) menuju
KUA. Pentransformasian mandat adat ke dalam bentuk bukti otentik (tertulis) ini
tidak hanya berfungsi sebagai jembatan legitimasi antara norma lokal dan hukum
nasional, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif untuk
menjamin keabsahan perkawinan, meminimalkan potensi konflik keluarga, serta
menjaga stabilitas struktur kekerabatan masyarakat di tengah modernisasi
administrasi pemerintahan.

Ketiga, dampak sosial penerapan izin mamak dalam syarat pendaftaran
perkawinan di Nagari Talang Babungo manifest dalam tiga aspek fundamental,
yaitu terciptanya keharmonisan sosial, penguatan legitimasi komunal, serta
pelestarian identitas kultural. Secara sosiologis, kewajiban izin ini berfungsi
sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah konflik internal
kaum dan menjamin penerimaan penuh masyarakat terhadap pasangan baru,
sehingga mereka terhindar dari sanksi sosial seperti pengucilan (dibuang
sepanjang adat). Selain itu, praktik ini memperkokoh solidaritas melalui
pengaktifan peran mamak sebagai penjaga moral dan simbol kehormatan
keluarga, yang pada akhirnya memastikan nilai-nilai matrilineal tetap
terinternalisasi dan diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, izin mamak
bukan sekadar prosedur administratif, melainkan benteng pertahanan jati diri
sosial yang menyelaraskan modernisasi hukum negara dengan marwah adat

masyarakat Talang Babungo.
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Studi ini menyimpulkan bahwa izin mamak sebagai syarat pendaftaran
perkawinan bermaksud untuk menjaga kemaslahatan kaum. Yaitu agar terjaganya
kemurnian nasab, menjaga marwah kaum dan menjaga stabilitas tatanan sosial
masyarakat. Sebab izin mamak berfungsi secara eksplisit dalam menciptakan
keteraturan administratif dan legalitas hukum. Selain itu secara tidak langsung
melalui penyesuaian sistem mekanisme izin mamak berupaya melakukan
penguatan kembali otoritas mamak sebagai pemimpin kaum. Kemudian
mekanisme izin mamak secara tidak langsung juga berfungsi memastikan
keberlanjutan nilai-nilai adat dan identitas kolektif masyarakat. Dengan demikian,
izin mamak dapat dipahami sebagai penentu keabsahan perkawinan secara adat.
Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, penelitian ini merekomendasikan
agar Pemerintah Nagari Talang Babungo merumuskan kebijakan terkait izin
mamak dalam pendaftaran perkawinan secara lebih sistematis dan berbasis
maqashid al-syari‘ah. Kebijakan nagari perlu menegaskan posisi izin mamak
sebagai mekanisme sosial-adat yang bertujuan menjaga kemaslahatan kolektif,
bukan sebagai bentuk pembatasan hak individual. Oleh karena itu, diperlukan
pedoman tertulis yang menjelaskan prosedur izin mamak secara jelas, transparan,
dan partisipatif, sehingga fungsi manifestnya sebagai legitimasi sosial tetap
berjalan tanpa menimbulkan potensi penyalahgunaan. Selain itu, kebijakan nagari
perlu memastikan bahwa mekanisme izin mamak selaras dengan prinsip keadilan,
musyawarah, dan perlindungan hak-hak calon mempelai, sehingga fungsi laten
berupa stabilitas sosial dan integrasi hukum adat—negara dapat terus terjaga.
Dengan pendekatan ini, kebijakan nagari tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga menjadi instrumen strategis dalam merealisasikan maqashid al-syari‘ah
secara kontekstual di tingkat lokal.

Implikasi

Studi ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan terhadap
tatanan hukum dan sosial di Nagari Talang Babungo. Secara teoretis, temuan ini
mempertegas keberlakuan teori pluralisme hukum, di mana hukum adat tidak

sekadar berdampingan dengan hukum negara, melainkan saling berinteraksi
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secara simbiosis untuk menciptakan legitimasi perkawinan yang utuh. Hal ini
mengimplikasikan bahwa keberadaan institusi tradisional seperti izin mamak
merupakan bentuk adaptasi struktural yang fungsional dalam menjaga kohesi
sosial dan pertahanan budaya di tengah arus modernisasi birokrasi. Selain itu,
penelitian ini mengonstruksi pemaknaan baru terhadap Magashid al-Syariah
dalam konteks lokal, yang menunjukkan bahwa pemeliharaan keturunan (hifz al-
nasl) dan kehormatan (hifz al-muru’ah) dapat diakomodasi secara efektif melalui
instrumen adat yang hidup di tengah masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pengakuan
negara terhadap kearifan lokal dalam sistem administrasi publik. Integrasi izin
tertulis mamak ke dalam syarat pendaftaran perkawinan di KUA melalui perantara
Kantor Wali Nagari memberikan dampak nyata pada penurunan potensi konflik
internal kaum dan penguatan kepastian hukum sosial. Hal ini menuntut para
pemangku kebijakan, baik di tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun
Kantor Urusan Agama (KUA), untuk terus menyelaraskan prosedur administratif
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan adat agar mekanisme ini tidak
dipandang sebagai hambatan birokrasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan
bagi anggota kaum. Dengan demikian, penguatan literasi adat bagi generasi muda
dan standarisasi proses musyawarah menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin
keberlanjutan marwah adat dan stabilitas tatanan sosial masyarakat Minangkabau
secara berkelanjutan.

Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam
menafsirkan hasil temuan. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada
konteks sosial dan adat di Nagari Talang Babungo, sehingga temuan dan
analisisnya belum dapat digeneralisasikan secara langsung ke nagari lain yang
memiliki struktur adat, intensitas peran mamak, dan relasi adat-negara yang
berbeda. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif-
sosiologis melalui perspektif teori fungsi manifest dan latent serta magashid al-
syari‘ah, sehingga belum menggali secara mendalam aspek kuantitatif, seperti

tingkat kepatuhan masyarakat atau variasi sikap generasi muda terhadap
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kewajiban izin mamak. Ketiga, data penelitian sangat bergantung pada wawancara
dan dokumen adat yang bersifat kontekstual dan interpretatif, sehingga terbuka
terhadap subjektivitas informan dan dinamika sosial yang dapat berubah seiring
waktu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai potret empiris
yang kontekstual dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan

komparatif, kuantitatif, atau lintas nagari.
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